GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 51
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Menimbang

Mengingat

oa.

SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa dengan adanya penyesuaian atas penerapan Sistem
Akuntansi SKPD dan penambahan akun pada Badan Akun
Standar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, maka perlu untuk melakukan perubahan
terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksua

1.

3.

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005
tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan
Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan
“Prutang “Negara/Daerdh sépagdaimana Télan upan uengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 51
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistermmn Akuntansi Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2014 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3
dan 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan  pengungkapan  atas  pendapatan-LO,  beban,
pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, -ekuitas,
penyesuaian dan Kkoreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD.



5.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan  pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja transfer, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan
laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan
keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

(3) Sistemn akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ sebagai
menjadi  pédoman ' Dagl  Pelieiultiln uavidn: e
melakukan  kodefikasi mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara

lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level
1 sampai dengan level 5, meliputi;
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(3} BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di
dalam  pencatatan transaksi pada buku jurnal,

pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran

pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
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(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR



